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BUPATI SIMEULUE 
PROVINSI ACEH 

PERATURAN BUPATI SIMEULUE 
NOMOR 45 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2018 
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM 
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI SIMEULUE, 

a. bahwa untuk menyesuaikan kode rekening kegiatan 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan 
penyesuaian terhadap Instruksi Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang 
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19} di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa dan Surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan 
Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 
188.32/2236/BPD perihal Penambahan Kode Output 
dan Satuan Output Kegiatan, perlu dilakukan 
perubahan atas Peraturan Bupati tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang .1Perubahan Kedua atas Peraturan 
Bupati Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa; 

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten 
Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Republik 
Indonesia Nomor 3897); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Jnonesia Nomor 

/J...5679); 
-. \ 5. Undang-Undang ... 
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~ n , apka n : 

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 entang 
Pcnetapan Pcraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseas 
2019 {COV1D- 19) dan / at.au dalam rangka rnenghadapi 
ancaman yang rnernbahayakan perekonomian Nasional 
dan/atau Stabilita Si tern Keuangan menjadi Undan -
Undang; 

6. P raturan P ·m ·rint h Nomor 11 T.:1hun 201 9 ten tang 
P ·rub ht n K ·dua Aln P ·ratur· n P ·m rint.ah omor 
43 T hun 2014 t ·ntung P raturan Pela k naan 
Und ng-Undan Norn r Tahun 2014 l n a n D·sa 
Lem bar n N g rn R publik Jndonc ·ia T· hun 20 I 
N mar 123, Tambohan Lcmbaran Negara R publik 
Ind nc ia Norn r 5539) scbagaimana t la h d iub h 
den an Peraturnn Pcm rintah omor 47 'Ta h u n 20 \ 5 
ten tang Pcrubahan Ala ·· P ·ra urnn Pcmcrintah omor 
43 Tahun 20 14 t ·ntan Pcraturan Pcla ksanaan 
Undang-Undan Nomor T hun 2014 en ta n D sa 
Lcrnbaran Ne nm Rcpublik Ind n · ia Tahun 201 
Nomor 1 7, T rnl>nh n Lcmhnr n R publik 
Indon sia Nornor 717); 

7. Pcraturan Pcm ·rinlnh omor 12 T~hun 201 
Pen clola n K u. ngnn Da ·r h (Lcmb 
Rcpublik Indon ·. ia Ta hun 20 I omtJr 
Lembaran r R ·publik lndon · ia ·o:n 

8. Pcraturan ·nt ·ri Oa \a m 1 , ri OT h 
tent.an Pcngclolu n K ·u n a n D · (Ekri a 
Rcpublik Indon ·sia Tnhun 0 1 o or 1 ): 

9. Pcraturan nt ·ri O ·s.o omor 1 I T. hu 0 l _ 
Priori r n no n . 11 , D .- T h n 

l ·lnh d i 1bah dc:n . ,Hl p 
omor Tahun O~O t n t n 

Pcraturnn M ·nt ri . 
T r inr nl, d 11 Trun : mi ~~ .,. 
Lcnt.nn, Prior· n 1~:u1 mm t D ·. t T.,hu 
(B ~ritn 'l!,llr bli k Ind T, hu n 20 
3 7)~ 

10. Pc r:Huran · 
0 ntnn · 

aimnn 
1g., n N 

a t.'l . P aturnn 
0 I t n 

n J 

n J 
T hun 20 455); 

n ra 
han 

l 

1 anun Ka bu p te n ~imeul 'o .or 2 Tahun 201 
t ntang p rnerin tnh D (Lembaran Da rah 
K bupaten S imeulue Tahun .or 41). 

u K, ': 

PERATU BUP T G PER B~ KEDU ~ 
PERATURAN BUP 78 TAH U 20 l T · G 

lJE GELOLAA KEU ESA. 

' \ p. ! .. 
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PJ\ J\L l 

rnr ·t ·nt wn dn lrun I rnt mm up ti Nomor 78 

T, hun · 01 ( l ·ntn n • \' ·n , •lo lao n 1, ~u n ,. n Oc.,n (B rita 

,h 1· bup, t n " imculu' Tahun 2018 Nomor 78) diuba h 

~ b a i berikut : 

1. Ketentuan PasaJ 1 ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 
4 1 angka 42 dan angka 43, sehingga Pa al 1 berbunyi 
sebagai berikut : 

PasaJ 1 

Dalam Pcraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue. 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Simeulue sebagai 

unsur penyelenggarn. Pemerintahan Daerah yang 
mcmimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonorn. 

3. Bupati adalah Bupati Simeulue. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Simculue. 
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Bupati Simeulue melalui 
ekr taris Daerah . 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang benvenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
sctempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihonnati 
daJam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

8 . Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat 
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

9. K pala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang 
dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan 
Kepala Desa . 

l 0. Sadan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah da n 
ditetapkan secara demokratis. 

11. K uangan Desa adalah semua hak dan kewajiba n D s 
yang dapa t dinilo.i denga n ua ng serta segala scsu tu 
h rup uang da n barang yang berhubungnn <leng n 
p · luk. a nun n li nk da n kewojib n De~.m. 

I 2. P ·r ~~ ·lolao n K u n nn D esu nclnl h kes luruhnn ke~i ll n 
y:in , m lip ti per ·r cn nn11n , pdnl nn11nn, p nnl tt LI ., Ima n, 

4\upo ron, don p ·rrn uggunf.:jnwnbnn kc'WU1t-:nn D .sn. 

13R•nconn ... . 
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13. Renea no Kcrja P m · cs: yon • cla njutnra di cbut 
RKP D . n ocinl h J"'<'I n d n n n • n , Pc m • n ,un nn 
, Tn nr. o rncnc, h 1 ul w tu I ( a tu 
1.1 hun . 
, , ~t.::1rn 11 l ndn p ., tnn d 11 1 11 ln ni n I n nj u ln 1 

(\1 \\ .\ .,1 A\' I\ \ C-! , . Hl1, l:1h nhun n 
I mn ,n ta h .111 I c: .. 1. 

1: . l t·nrrrn1n 1n I c. n Jal h u n n y. n ~ mn·1u r r.ni n 
kn:. Dr .·•1. 

1 . P n luo • n D ~ ad I, h u . n lu r d nri r ning 
ka D • . 

17. Pcndapatan ada lah semua ncrim n De d lam I 
(satu ) tahun an aran -ang menj di hak Dcsu d 1 tjdok 
pcrlu di.kernbalikan oleh Dcsa. 

18. Bclanja Desa adalah s rnu a pen eluara.n va ng m rupakan 
kewaji ban Dcsa dalam l ( tu) tah u n n ggarnn a ng 
tidak akan diterima k mb li o\eh De a . 

19. Pembiayaan Desa adalah emu an ynn g perlu 
diba ·ar kembali dan / a tau pen luamn a.ng a ka n 
ditcrima kem baii, bail< pa da tahun a ngga ran yang 
bersangkutan mau pun pada tahun anggaran bcrikutnya. 

20 . Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuan an Desa ya ng 
elanjutnya disingkat PKPK Desa ada la h kepaJa Desa 
ang karena jabatannya mempunyai kewenangan 

men clenggarakan keseluruhan pengelolaan kcuan gan 
De a . 

2 1. Pclaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya 
d isin kat PPK Desa, ada lah perangka t Desa ya ng 
melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan 
kcputusan Kepa la Desa yang menguasakan sebagian 
kekuasaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan 
Desa. 

22. ekretaris Desa adalah pera ngkat Desa yang 
berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa 
ang mcnjaJankan tugas sebagai Koordinator Pelaksana 

Pengelolaan Keuangan Desa. 
23. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah 

perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf 
sekretariat Desa yang menjalankan tugas Pelaksana 
Pengelolaan Keuangan Desa. 

24 . Kepala Urusan Keuangan yang selanjutnya disebut Kaur 
Keuangan adalah perangkat Desa yang berkedudukan 
sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan 
rugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan 
melaksanakan fungsi kebendaharaan. 

25. KepaJa Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah 
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana 
teknis yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan 
Kcuangan Desa. 

26. Petugas Masjid dan Mcunasah adalah orang ynn 
ditunjuk sebagai Imam, Khatib, Bila l dan Ghnrim p I 
Mosj id dan Meunasah di Desa . 

27. R ·ken ing Kas Desa ada la h r kcning t mpn l menyimpnn 
u ang Pcmerin tn hnn Dcsa yo n~ m ·nmnpung s luruh 
pcncrimnn n Desn dnn digunnknn untuk m mbnynr 
·eluru h p ·ngclunrnn Deso dnlnm I (sn tu) r kening pada 

4\ank yun di t ·tnpkan . 

28. Bad n .... . 
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28. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya discbut BUM 
Desa adalah badan usaha yang scluruh atau scbagian 
besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaa n 
secara Jangsung yang berasaJ dari kekayaan Desa yang 
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan 
usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 
masyarakat Desa. 

29. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna 
mendanai kegiatan yang memerJukan dana relatif be a r 
yang tidal< dapat dipenuhi da lam satu ta.hun anggaran. 

30. Surplus Anggaran Dcsa a da la h selis ih lcbih a n tara 
pendapatan Dcsa dcngon bclanja De ·a. 

31. Defisit Angga ra n Dcsa adalah scJi s ih kurang antara 
pcndapatan Dcsa dcngan bclanja De ·a. 

32. Sisa Lebih Perhitungan An a ra n ya ng clanju nya 
disebut SiLPA adalah sclisih lcbih rca li as i pen crimaan 
dan peng,e\uaran anggaran scla ma satu pcrio<lc anggaran. 

33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang sclanj utnya 
disingkat DPA adala h dokumen yang mcmuat rincian 
setiap kegiatan, anggaran yang discd iakan, da n rencana 
penarikan dana untuk kcgiatan yang akan dilaksanakan 
berdasarkan kegia tan yang tclah ditetapkan daJam APB 
Desa. 

34. Dokumen Pclaksannan Pcrubahan Anggaran yang 
selanjutnya di ingka t DPPA adalah dokumcn yang 
memuat pcruba ha n rin cian k giatan , anggaran yang 
disediakan dan rcncana penarikan dana untuk k gjatan 
yang akan dilaksanukan berdasarkan kc 'atan yan lah 
ditctapkan daJam Perub han An ran Pendap tan dan 
Belanja Desa da n/ atau P ·rubah .n Pcnj ba.ran n aran 
Pcndapatan d a n Bclanja De c • 

35. Dokumcn Pcloksan a n An 
selanjutnya di s ingkat OPAL 
memuat kcgiota n, ongg run d n rcn n 

1...anjutan 
dokumen 

untuk kcgiatan Ja njutnn an nn~~ rnnnyn bcra 
Sisa Lebih P rhitungan AnAA ran t hun an 
sebelumnya. 

36. Pengadaa n barang/ j" n ·s ynng ' lnnjutnya disebut 
dcngan p ngad ann bar. n "/j, \ nd \l h kc , tan untuk 
memperolch barnng/jo a o lch Pemerintnh D sa, baik 
di/akukan mdaJui dnn/ llnu pen edia 
barang/jasa. 

37. Rcncana An ggaran Kos D · a y·tng cl njutny <lisin 
RAK De a ada lah dolrum n an m mu c rus k, uk 
d a n a rus kus kcluar yang digun knn me ng tur n rikan 
da nn dori n :kcnin, ka untuk m nd tn i peng luaran ­
pcngelua ra n b ·rd . rk n Dokumen Pel k n an 
Anggaran yang Le lah di nhkun olch kt.:paJa D sa. 

38. Surat Permintaan P mbayar n yan clanjutnya disingka 
SPP a dalah dokum n pcngajuan untuk mendanai 
kegiatan pengadaan barang da n jasa. 

39. Renc~na Penggunaan Dana yang selanjutnya disingy.at 
RPO adalah perhitungan rencana be!anja yang digunakan 
sebagai dasar pengaj uan Surat Permintaan Pembayaran 
untuk pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dala.m 
An a.ran Penda patan dan Belanja Desa. 

40. Apnrat P ·n awa Internal P merint.ab yan lanju y 
« isingkat II.PIP adalah fn. peklor.lt K..'lbu en SimeuJue . 

l. Padat ... 
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41. 

42. 

43. 

Padat Karya Tonai Desa sclanjutnya disingkat dengan 
Pl TD adalah kcgiatan pcmbcrdayaan masyarakat Desa, 
khusus~ya yang miskin dan marginal, yang bersifat 
produkt1f dcngan mengutamakan pemanfaatan sumber 
da ra, l naga kcrju, dun Lcknologi lokal untuk 
m mbcriknn tambahan upah/pcndapatan, mengurangi 
kemiskinan, dan mcningkatkan kesejahtcraan rakyat 
Pandcmi adalah bencana yang disebabkan oleh faktor 
non alam yaitu yang mengancam dan mengganggu 
kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga 
mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, 
ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis 
manusia. 
Bantuan Langsung Tonai Desa selanjutnya disingkat BLT 
Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga 
miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari 
Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat 
adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

2. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, 
sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 18 

(1) Klasifikasi be1anja Desa terdiri atas bidang: 
a. penyelenggaraan pemerintahan; 
b. pelaksanaan pembangunan; 
c. pembinaan kemasyarakatan; 
d. pemberdayaan rnasyarakat; dan 
e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan 

mendesak Desa. 
(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, sampai dengan huruf e dibagi dalam sub bidang 
dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah 
dituangkan dalam RKP Desa. 

(3) Dihapus. 

3. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi 
se bagai berikut : 

Pasal 20 

(11 Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 
ayat (1) dan ayat (3) dapat dibiayai dari Dana Desa jika 
anggaran pembiayaan yang bersumber dari Alokasi Dana 
Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta 
Pendapatan lainnya tidak mencukupi. 

(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) 
setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Daerah 
atau pejabat yang ditunjuk. 

(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
~ isesuaikan dengan kcmampuan keuangan Desa. 

4. Ketentuan .... 
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n an J a. 1 ,1 
01 l 'kut · 

(l l l,11t('11., 1 c-n,,nr 
d,ll. Ill l'.1 .1I , 
a . c-inr,l bumi; 
b I Un nfr 

en '111 s l , ~ai mn 11 11 d11n111< url 
Ii uti : 

. 
u in bcliun 

• c1orn a n pasan 
f. ah Ion r · 

. kebakaran· • 
h . kckcrin an· 
i. huru hara · 
j. kcjadian lua biasa· 

(2) Kri cria K daan D~rnt eb aimana dim ksud daJ m 
Pasal 34 aya t (4) meliputi: 
a. t rputusn ·a akses arana tran portasi· 
b . fluktu a i harga; 

(3) Krit ·ria K adaan endesak ebagaimana dirnak ud 
dala m Pasal 34 ayat l5) meliputi: 
a . bia n pcndidikan dasar 9 (sembilan) tahun; 
b. bin , ke 'ehatan; 
.• a ndan 1 , pangan clan pa pan; 

d. bantuan langsung tunai (BLT); 
. b ntu n pengobatan. 

(4) l tcntu n pelak anaan BLT sebagairnana dimaksud 
dnlnm a r t (3) huruf d, diatur sebagai berikut : 
I. BLT dianggarkan melalui jenis Belanja Tak 

T rduga pada sub bidang Keadaan Mendesak, 
bid ng P nanggulangan Bencana, Keadaan Darurat 
dun r\endesak Berskala Lokal Desa dengan mengacu 
pa da ketentuan peraturan perundangan yang berlaku . 

. m nggunakan kode rekening 5.3.00.5.4.1.01. 
3 . pen~ntuan kriteria dan mekanisrne penetapan 

target penerirna BLT, mekanisme penyaluran Dana 
De ke APB Desa, proporsi, batasan waktu 
pemberian, dan besaran nominal BLT yang bersurnber 
dari Dana Desa berpedoman pada ketentuan yang 
diatur oleh Peraturan tersendiri/ terpisah. 

4 . pen a luran BLT dari APB Desa dapat dilakukan 
ecara tunai at.au non tunai {me\a\ui transfer antar 

r kening bank/ja a pengiriman uang lainnya milik 
pem rintah/ cashless) ke penerima BLT, nng 
dia tur lebih lanjut oleh pemerintah Kabup ten. 

•IJ gai pcrtimba ngan pemerintah knbup Hen 
<lu lam m · nelapkan rnekanism peny lumn BLT ·p ' \ 

4\'n ·,imn, h ·rikut p nj ·lnsonnyn : 

a. Penyaluran .. .. 
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a . Pcnya luran BLT sccora tunni ; 
1) Knur/Kosic S'la ku Pcloksonn Kcgin lo n J\nggoran 

m cnycr hkun ' <.:cum lctngsung scjumluh uang 
tunai k pada pcncrima bantuan dcngan 
mcncra pkan prolokol kcschulnn dolam 
penycraha n ba ntuannya , misa lnya mclakukan 
jaga jarak dengan sistem nntria n ya ng aman, 
penggunaa n masker dan hand sanitizer. 

2) Bukti penyaluran BLT dcngan mcnggunaka n 
bukti tanda terima a tau kwi tansi sebagaimana 
contoh terlampir. 

b. Penyaluran BLT seca ra non tunai melaJui transfer 
Bank; 
1) untuk pelaksanaannya, penerima bantuan 

tanda 
yang 

selaku 

rnenyampaikan data terkait nama sesuai 
pengenal dan nomor rekening bank 
bersangkutan kepada Kasie/ Kaur 
Pelaksana Kegiatan Anggaran. 

2) berdasarkan SPP yang telah diajukan 
Kasie/Kaur selaku Pelaksana Kegiatan 
Anggaran yang telah diverifikasi Sekretaris 
Desa dan telah disetujui Kepala Desa, Kaur 
Keuangan melakukan transfer antar rekening 
bank dari rekening kas Desa (RKDesa) ke 
rekening penerima bantuan. 

3) bukti penyaluran BLT dengan menggunakan 
bukti transfer antar rekening. 

4) bukti transfer selanjutnya direkap dan menjadi 
bagian tak terpisahkan dengan daftar 
rekapitulasi penyaluran BLT. 

c. Penyaluran BLT secara non tunai melalui Cashless 
1) Melalui metode pembayaran digital dimana 

transaksi pembayaran dan/atau transfer dana 
dilakukan menggunakan uang elektronik. 
Penggunaan uang elektronik di Indonesia 
mengacu pada Peraturan Bank Indcnesia 
Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik. 
Pada peraturan tersebut dituliskan bahwa bahwa 
uang elektronik adaJah alat pembayaran yang 
memenuhi unsur-unsur: (1) diterbitkan atas 
dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu 
kepada penerbit; (2) nilai uang disimpan secara 
elektronik dalam suatu media server atau chip; 
dan nilai uang elektronik yang dikelola oleh 
penerbit bukan merupakan simpanan 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang yang mengatur mengenai perbankan. 

2) pencatatan data identitas Pengguna berupa : 
a) unregistered, yaitu Uang Elektronik yang data 

identitas penggunanya tidak terdaftar dan tidak 
tercatat pada Penerbit; dan 

b} registered, yaitu Uang Elektronik yang data 
identitas Penggunanya terdaftar dan tercatat 

lrfada Penerbit . 

. \ 3) . Pen era pan ... 
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3) Pen rapnn ca Iii ss ini lcbih praktis namun 
pcnggun~ pcrlu mcmiliki pcmuhaman yang cukup 
mcng '~a t tcknologi. Karena rnctodc cashless 
berb~~•~ pada sistcm elektronik pengguna pcrlu 
memihki_ pemahaman yang ~ukup mengenai 
teknologi dan pemakaiannya. Sistem cashless 
menuntut penggunanya untuk dapat berinteraksi 
dan menggunakan perangkat elektronik bail< 
berupa rnesin ATM, mesin EDC, maupun 
smartphone. Hal ini dapat menjadi kendala bagi 
sebag1an orang yang belurn terbiasa mengguna 
kan teknologi, seperti kaum lansia dan 
masyarakat di perdesaan dan daerah tertinggal. 
Pengguna cliharuskan melek teknologi dan 
memberikan edukasi secara merata tidak dapat 
dilakukan dalam waktu singkat. 

4) Penyaluran BLT secara cashless, Kaur/Kasie 
selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran menyerah 
kan secara langsung uang elektronik didampingi 
Gugus Togas Percepatan Penanganan COVID-19 
Desa dengan jumlah sesuai peraturan 
perundangan kepada penerima bantuan dengan 
menerapkan protokol kesehatan dalam 
penyerahan bantuan, yaitu misalnya melakukan 
jaga jarak dengan sistem antrian yang aman, 
penggunaan masker dan hand sanitizer. 
Selanjutnya apabila diperlukan untuk pengisian 
uang elektronik berikutnya, dilakukan oleh Kaur 
Keuangan berdasarkan SPP yang diajukan oleh 
Kasie/ Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran 
yang telah diverifikasi Sekretaris Desa dan telah 
disetujuiKepala Desa. 

5) Bukti penyaluran uang elektronik dengan 
mencatat nomor kartu elektronik (di belakang 
kartu ada nomor kartu yg jadi identitas penerima 
manfaat) pada kolom penerima BLT menggunakan 
bukti tanda terima atau kwitansi. 

5. Alur pelaksanaan anggaran BLT melalui jenis 
Belanja Tak Terduga, sebagai berikut: 
a. berdasarkan hasil pendataan Kepala Keluarga 

(KK) penerima bantuan yang ditetapkan dengan 
Surat Keputusan (SK) Kepala Desa, Kasie/Kaur 
pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB 
pelaksanaan bantuan dari anggaran Belanja Tak 

Terduga. 
b. Kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan 

bantuan yang telah diverifikasi Sekretaris Desa 
dengan sumber anggaran belanja tak terduga. 

c. atas perintah Kepala Desa, Kaur Keuangan 
dapat mengeluarkan uang dengan SPP Panjar 
yang diajukan oleh Kasie/Kaur sesuai bidang 

~ gasnya;dan 

d. apabila ... 
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d.apabila disalurkan secara tunai atau melalui 

cashless, Ka sie/ Kaur selaku Pelaksana Kegiatan 
Anggaran didampingi Gugus Togas Percepatan 
Penanganan COVlD-19 Desa menyerahkan 
bantuan kepada pihak penerima bantuan 
dengan bukti penerimaan dengan memperhatikan 
protokol kesehatan dalam penanganan COVID-19. 

6. Berdasarkan hasil pelaksanaan Penanggulangan 
COVJD-19 di Desa, Kepala Desa : 
a. menyusun rekapitulasi perkembangan kondisi 

dan kegiatan Penanggulangan COVlD-19 di 

Desa setiap buJan dan melaporkan kepada 

Bupati melalui Camat dengan diketahui BPD, 

disertai dengan Rencana Anggaran Biaya 
(RAB) dengan format sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran Peraturan Bupati ini; 

b. menyusun laporan hasil akhir pelaksanaan 
kegiatan dan anggaran belanja tak terduga 

tersebut sebagai bagian dalam Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan 

c. pempublikasikan pelaksanaan kegiatan. 

7. Optimalisasi peran pembinaan dan pengawasan 
aparat Pemerintah Daerah terkait termasuk 
Camat, sect.a Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah (APIP) secara berjenjang agar 
pelaksanaan penanggulangan COVID-19 
rmelalui APBDesa dilakukan secara efektif, 

efisien, transparan dan akuntabel. 

5 . Ketentuan Pasal 67 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 
(13), sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 67 

(1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan 
SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai 
dengan periode yang tercantum dalam DPA/DPPA dengan 
nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam 
DPA/DPPA. 

(2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat {l) terdiri atas: 
a. SPP panjar; 
b. SPP definitif; dan 
c. SPP pembiayaan 

(3) SPP panjar sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, 
digunakan untuk mengajukan atau pembayaran uang 
muka atas pelaksanaan kegiatan. 

(4) Kclengkapan dokumen SPP panjar sebagaimana dimaksud 
ayat (3), terdiri dari: 
a. Surat pengantar SPP; 
b. Rincian SPP; dan 4Z· RPD. 

(5) RPD .. . 
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(S) RPO an dimak u d , d 
ditandatan on . I h pa n a at (il ) huruf ' clik tahui da n 
Pembar I p ndampin Pro fi sionaJ Pro ram 

(6) Pp 1 . nan dnn I 'Ill ~ rein '11 n Mn. nrnkn l D. . 
PanJar •nn t , , h r · 1 . 

I h ppt.· c IUJU m n • lnnJut n o di nirk n 
0 r-. D<'s ni lnlu i K ur I u 11 

F} . t\., ·i nj r n t ·lah dit rima I h PP\' O sa haru \ i11 _'ftnn ngjawabkan pa_ling lam ba t 15 (lima b las) hnri 
CIJ a dcngan melengkap1 dokumen yr111g ah csua i 
cnmtukann •a. 

( ) !'P dcfini tif sebagai.mana dimaksud pada a a t (2) huruf b, 
d1gunakan untuk mengajukan a ta u pemba.} a ran a ta s 
pelaksanaan kegiatan atau pengadaan barang/jasa yang 
telah cli terirna dan dilengkapi dengan bukti-bukti 
pengelu aran yang Iengkap dan sah . 

(9) Kelengkapan dokumen SPP defmi tif sebagaimana 
d imaksud a at (7), terdiri da ri: 
a. Surat pengantar SPP; 
b . RAB; 
c. Rincian SPP; 
d. Surat pem yataan tanggungjawab belanja; 
e. Lampiran bukti-bukti transaksi; 
f. Larn piran bukti-bukti transaksi sebagaimana dimaksud 

huruf e untuk pcmbayaran penghasilan tetap, 
tunjangan serta honorarium lainnya mencakup: . 
1) Oaftar pembayaran/kwitansi dan atau bukti 

transfer rekening Bank oleh kaur keuangan ke 
penerima;dan 

2~ Surat Keputusan {SK) Jabatan/Pengangkatan; 
g. Lampiran bukti-bukti transaksi sebagaimana dimaksud 

huruf e untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa 
mencakup: 
1) Kuitansi yang djtandatangani oleh pihak ketiga 

dan pelaksana kegiatan serta disetujui oleh Kepala 
Desa; 

2) Surat pesanan barang; 
3) Nota./faktur; 
4) Surat perjanjian kerjasama; 
5) Laporan kemajuan pekerjaan; 
6) Foto/dokumentasi tingk.at kemajuan pekerjaan 

pelaksanaan pekerjaan; 
7) Bukti setoran pajak berupa Surat Setoran Pajak 

(SSP) dan Faktur Pajak atau dengan mekanisme e­
Billing dan e-Faktur Pajak baik PPN dan PPh 
maupun bukti setoran pajak daerah lainnya yang 
dikeluarkan oleh bendahara penerimaan pada 
Sadan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten; 
dan 

8) Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan 
Barang/ Jasa; 

h. Kelengkapan lampiran bukti-bukti Lransak i 
sebaga imana dimaksud pada huruf g dipcrgunnknn 
sesuai peruntukka nnya . 

(10) S PP scbaga imana dima ks ud pod a oyat (2) untuk k g ia ta n 
ya ng dilaksanaka n olch pcnycdio ba rang/jnsa tidak boleh 

~ ajukan scbelum ba r ng/jaso diterimn olt:h PPK Desn. 

(11) SPP ... , 
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(11) SPP p b' em iayaan di 
pengeluaran e _gunakan untuk mcl 
penyerta p mb1ayaan, antara I . akukan pencairan 

( 12) Prosedur an dmodaJ pada BUMDcsa am seperti pencairan 
b an tatacar · 

se agaimana dimaksud apadengajuan SPP pembiayaan 
(13) ~eperti pengajuan SPP defi -~ ayat (10), prosesnya sama 

rosedur dan Tata Cara Ill . . 
pada Bidang Penan I PengaJuan SPP untuk Kegiatan 
Mendesak Desa ~ ~a_n ~encana, Kea~aan Darurat, 
ketentuan sebagai berikut : eJad1an Luar Btasa, sesuai 

a. atas perintah Ke al D 
mengeluark P a esa, Kaur Keuangan dapat 
oleh Kasie/,:1 uang d~n~an SPP Panjar yang diajukan 

b Ka . aur sesuru b1dang tugasnya. 
· K Salte/Kaur menyusun RAB dan diajukan kepada 

ep a Desa melalui Sekretaris Desa 
C. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB 

yang diusulkan. 
d. Kepala Desa melalui surat keputusan Kepala Desa 

menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran 
belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang 
dilakukan oleh Sekretaris Desa. 

e. Pelaksanaan kegiatan untuk penanggulangan bencana, 
keadaan darurat, dan mendesak desa 
dipertanggungjawabkan melalui Rapat Kerja pemerintah 
desa yang melibatkan BPD dan dituangkan dalaro 
Berita Acara paling lambat l (satu) bulan setelah 
pelaksanaan. 

f. Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran Belanja 
Tak Terduga kepada Bupati paling Jama 1 (satu) bulan 
sejak keputusan Kepala Desa ditetapkan. 

6. Ketentuan Pasal 88 ditambah beberapa kalimat, sehingga 
Pasal 88 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 88 

Format Kade Rekening, Qanun Desa tentang APB Desa, 
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, 
Panduan evaluasi Rancangan Qanun Desa tentang APB 
Desa, Qanun Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan 
Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa, 
DPA, DPPA, RAKD, Surat Pemyataan Penanggulangan 
Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak, Buku 
Pembantu Kegiatan, Laporan Perkembangan Pelaksanaan 
Kegiatan dan Anggaran, SPP, RPO, Surat Pengantar ke 
Bank, Surat Togas dan SPPD, Laporan Akhir Realisasi 
Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, OPAL, Qanun Desa 
tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa 
tentang Perubahan Penjabaran APB Desa, Buku Kas 
Umurn, Buku Pembantu Kas Umum, Kwitansi, Laporan 
Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama, dan Laporan 
Pertanggung jawaban serta format RAB Sub Bidang 
Pcnanggu]angan Bencana, RAB Sub Bidang Mendesak 
Desa, Kwitansi/Bukti Penerirnaan BLT, Laporan 
Pelaksanaan Belanja Tak Terduga, Laporan Konsolidasi 
Belanja Tak Terduga, Laporan Konsolidasi pada Sub Bidang 
Keadaan Mendesak Desa tercantum dalam Lampiran yang 
rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

~ upati. 

7. Ketentuan .... 
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7. Keten tuan Pa a l 
eba a i b rikut: 

diuba h, ' ehingga Pn al 89 berbunyi 

(ll ll\ nli m m 111. d n 111 "n , wn i p ·Ink nnnu n p r ·lolao n 
kn1n n " n d ·a •a n , d ikoordinasikan d •n nn /\PIP 
rnbu p t n . 

( ) mbinaan dan penga wasan sebagaimano dimoksud podo 
a at (l ) dilaksanakan oleh Sa tuan Kerj a Perangkat 
Kabupaten yan g membida ngi urusan: 
a . Perencanaan bertugas: 

1. Membina s istim percncanaan pcmbangunan dcsa . 
2. Melaksanakan hannonisasi program dan kcgiatan 

Desa dengan Kabupaten . 
3. Mensosialisasikan prioritas pcmbangunan daerah. 
4 . Memfasilitasi kegiatan penanggulangan wabah 

COVID-19 dalam bentuk pelaksanaan Padat Karya 
Tonai , Penguatan Ekonomi Desa clan pemberian 
Bantuan Langsung Tonai (BLT) terdapat pada 
dokumen RKPDesa dan APBDesa. 

b . Kcuangan, bertugas: 
1. Membina dan memfasilitasi pengelolaan keuangan 

desa. 
2. Memfasilitasi laporan konsolidasi pelaksanaan dan 

realisasi pelaksanaan APB Desa. 
3. Memfasilitasi percepatan penyaluran Dana Desa 

dalam rangka penanggulangan wabah COVID-19 
dalam bentuk pelaksanaan Padat Karya Tunai, 
Penguatan Ekonomi Desa dan pemberian Bantuan 
Langsung Tonai (BLT) 

c. Pemberdayaan masyarakat dan desa, bertugas: 
1. Melakukan pembinaan kelembagaan pemerintahan 

Desa. 
2. Mengkoordinir pelaksanaan evaluasi APBDesa. 
3. Melakukan penilaian hasil evaluasi dan monitoring 

Kecamatan. 
4. Menyelesaikan permasalahan pelaksanaan APBDesa 

yang tidak dapat diselesaikan di Kecamatan. 
5. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi kinerja 

pendamping desa dan tenaga ahli pemberdayaan 
masyarakat. 

6. Memfasilitasi Pemerintah Desa dalam rangka 
pelaksanaan kegiatan penanggulangan wabah 
COVlD-19 dalam bentuk pelaksanaan Padat Karya 
Tonai, Penguatan Ekonomi Desa dan pemberian 
Bantuan Langsung Tonai (BLT). 

d. Pengawasan, bertugas: 
1. Melaksanakan pemeriksaan secara reguler terhadRp 

peJaksanaan APBDesa. 
2. Mela ksanakan pemcriksaan tertentu berd s rkun 

pcrintnh Bupali. 
3. Mcla lwka n pcmbinoun okuntnbilitus pclnk anoan 

~ PBDcsa. 

4. Mclaksanakan .... 
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4 • Melaksanakan M . . . 
p . onitonng, Evaluas1 dan 

emenksaan terhadap Pcmcrintah Desa dalam 
rangka pelaksanaan kcgiatan penanggulangan 
wabah COVTD-19 dalam bentuk pelaksanaan Padat 
Karya Tunai, Penguatan Ekonomi Desa dan 
pembcrian Bantuan Langsung 'runai {BLT}. 

e. Camat, bertugas: 
1. Melaksanakan verifikasi program dan kegiatan 

dalam APBDesa. 
2. Melaksanakan monitoring dan eva1uasi pelaksanaan 

APBDesa. 
3. Memfasilitasi penyelesaian masalah clalam 

pelaksanaan APBDesa. 
4. Melaksanakan pembinaan clan evaluasi kinerja 

pendamping lokal desa clan penclamping desa. 
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan penanggulangan wabah COVID- 19 clalam 
bentuk pelaksanaan Padat Karya Tunai, Penguatan 
Ekonomi Desa dan pemberian Bantuan Langsung 
Tunai (BLT). 

f. Urusan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait 
1. Melaksanakan pembinaan kegiatan pelaksanaan 

APBDesa sesuai dengan bidang dan fungsinya. 
2. Mensinergikan kegiatan Satuan Kerja Perangkat 

Kabupaten dengan program dan kegiatan di desa 
sesuai dengan perencanaan Satuan Kerja Perangkat 
Kabupaten terkait. 

PASAL II 

Peraturan Bupati ini mulai berlalru pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini clengan penempatannya 
dalam Berita Daerah. 

Diundangkan di Sinabang 

Ditetapkan di Sinabang 
pada tanggal 27 November 2020 M 

11 R.Akhir 1442 H 

pada tanggal 27 November 2020M 
11 R. Akhir 1442 H 

. AHMADLYAH 

( 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2020 
NOMOR45 
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